
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembenrekan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Ojawa Barat (Derita 
Negara Tahun 1950), 

2 Undang-Undang Nomor I Tahun 200~ tentang' Perl>end:dtaraan ~~ 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norn.or l~ Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4355). 

.. ,.,ot,,o; a bahwa dengan duerapkannya Pe-raruran Daerah Kabupaten Bekasi 
Nomor I Tahun 201 I rentang Pajak Daerah BAB D Bagian Kedua Belas 
Paragrnf Satu Pasal SS sld Pasal 6i tentang Bea Perotehan Hak etas Tanab 
dan Bangunan, dan uoruk rertib admiaistrasi serta kelancaran pemungoun 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu disusun Tara Cara 
Pengembahan Kelebihan Pembayaran, Pe.ngurangan atau Keringanan. 
Pernbebasan dan Pembatalan Ketetapan Bea Perolehao Hat atas Tanah 
dan Bangunan; 

b bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dintas. Tata Cara Pengembnliao Kelebthan Pembayaran. Pengurangaa atw 
Keringaoan, Pernbebasan daa Pembatalan Keterapan Bea Peroleban Hak 
Aras Tanah dan Bangunan tersebut perlu ditetapkan melalut Per.uuran 
Bupati 

TENT ANG 
I\ I {"\RA PE~CEMRa\LIAN KELEBlllAN PE~ffiAYARA-'1. PENG'URa\:,;GAN. 

"1.RL'GASAN. PEMBEBASAN OAN PEMBATALAN h.tTET.-\PA-'1 BEA 
PE-ROLE RAN EL.\K ATAS TANAR DA.'1 aANGliNAi'i 

DENG . .\i'i RAf~l,.\TTUHANYANG )IAHA E:SA 

BUPATI BEKASI, 

NOMOR 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



J l!Dd.m.!l'l.2~ Somor ;: TllOO<i :""-' tenLut~ Pemenntahan Daerah 
1~on1'epr1 Reput-hl: Jn<loo-..,.4 Tahwl ~O()J 1'omor 125, Tamblhan 
Lffllbann K"!la.ra RepubhJ.: Indocesra Nomor 4437) sebagaimaaa telah 
beberapa ka.h diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
T shun '.:008 tcnun~ Perubahan Kedua atas Uedang-Undang Nomor Jl 
Tabun :004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun ~008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia NomOI' ~844): 

- Undang-Undang Ncmor 33 Tahun 2004 teotan,g Perimbangan Keuangan 
Anttita Pemerinrah Pusa1 dan Pemerintah Daereh (Lembaran ~egara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran ~cgata 
Republik Indonesia Nomor 4438), 

, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tcntang KetelltU40 Umum dan Ta1a 
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir delgan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 temang Perubahan Kenga Atas 
Undang-Uadang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuaa Umum dan Tata 
Cara Perpajakan (Lernbaran Negara Republil< Indooesia Tahun 2007 
Nomor &S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~7-IO): 

6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rttribusi 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 

7 Undang-Undaag Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembenrukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Repub!ik Indonesia Komor ~38i. 

8 Peraturan Pemerintah Nomor J& Tahun 2007 tentang Pembagian Crusan 
Pernerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pr<n;osi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupatcn/Kota (Lembaran :-.1egara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambaha.n Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737)~ 

9. Peraturan Daerah Knbupnen Bek.asi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerinraban Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerab Kabupaten Bekasi 
Tahun 2008 Nomor 6); 

10. Peraruran Daerah Kabupaten Bekasi N'omor !/ Tahun 2009 tcntang 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bek.asi (Lembaran Dacrah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7} sebagaimana telab diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaien Be.k.asi Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lemharan Daerah Kabl.apatet1 Bek.asi 
Tahun 2011 Nomor 4): 

11. Peraturau Deerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tenteng 
Kerentuan Umum Perpajakan Oaerab (Lembaran Daerah Kabupaten Belos, 
Tahun 20 IO Nomor 7). 

12. Peraturan Daerab Kabupaten Bekasi Nomoc I Tahun 2011 tenrang' Pajak 
Daernh (Lembaran Daerah Kabuparen Bekasi Tahun 2011 :-lomor I): 



0.<rah adalah Kabupaten Bekasi; 
Pemerinrah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pfflu1gkat daerah sebagai 
Wl5Ur penyelenggara pemerintahan daerab; 

l Bupaa adalah Bupati Bekasi; 
S.tuan Kerja Perangkat Daenlb yang sclanjutnya disingka; SKPO adalab SKPO yang 
mempunyai kewenangan di bidang Pajak Daerah, 
Kepala SKPD adalah Kepala SKPO yang mempunyai kewenaagan di bidang Pajak Daerah. 
Kantor Pertanahan adalab Kantor Penahanan Kabupaten Bekasi: 
Pejabet Pembuat Akt11 Tanah yang selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum yang 
ihberi kewenangan untuk mernbuat akta-akta otentik mengenai perbuatan bukum tenentu 
mengenai hak atas ranah atau hak milik atas satuan rumati susun, 

, Pejak Daerah yang selanjutoya disebur Pajak, adalah kontribusi wajib lrepada daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau banding yang bersifat memaksa berdasarkaa Undang~ 
Undang dengan tidak rnendapatkan imbalan secara langsung <Ian digunal<ao untuk 
l~Juan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 
Badan adalah sekurnpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesaman. b.a1k yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang mehpun perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha mllik negara (BUM)l). atau bad.an 
usaha milik daerah (BUMD) dengan oama dan dalam bentuk apa pun. lirma kongoi. 
koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpalan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sesial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk ba-dan lainoya termasukkontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha cetap; 
'\ilai Jual Objek Pajak. yang selanjutnya disingkat NJOP. adalah harga rata-rata yang 
J peroleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak tcrdapat 
transaksi jual beli, NJOP ditcntukan mclalui pcrbandingan harga dengan ohJek bin yang 
sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti; 
Bea Perolehau Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang diken:akan 1,t:u perolehan 
hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB: 

~-, Peraiurnn Bupati ini yang dimaksud dengan: 

BAB I 
f(ETENTUAN UM lf:\I 

Parnl I 

ME!\11.ITUSKA. '11 : 

PERATURAN BUPATI TENT.A.NG TATA CARA PE:\GEMBALIA.N 
PEi\1BAYARAI\I. PENGURANGA,\f, KERING • .c\.\lAN DAN 
PEMBATAJ..AN KETETAPAN BE.A PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN 

13 Peraruraa Bupati Bekasi Nomor J4 B Ta.hun 2007 tentang ~lekanisme 
Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lwgkun_gan Pemerintah Kabupaten 
Bekasi (Berira Daerah Kabuparen Bekasi Nomor 1a:1 Bt 



·­ - 

potyetorannya: 
Sarat Setoran Pajak Daerah unruk BPHTB, yang selanjutnya disingket SSPD BPHTil. 
sdalah surai yang oleh wajrb Pajak digunakan untuk metakukan pembayaran aiau 
penvetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan 
sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah danlatau banguaan. 
Pcuelitian SSPD adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menitai kelengkapan 
reng:isian SSPO dao larnpiran-Iampirannya terroasuk penilaian tentang kebenaraa 
penulisan dan pen,ghituogaanya, 
Su!'at Ketetapan Pajak D.aerah, yang selanjutnya d.isingkat SKPD. adalah sutal ke.letapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlab pokok pajak yang terutang; 
Surat Kett.'tapan Pajak Daerah Kurang Bayar. yang selanjutnya disingkat SKPDKB. adalah 
;urat ketetapan pajak yang meneotukao besarnyajumlah pokok pajak, jumlah kredi, pajak, 
jumlah kekurangaa pembayara.o pokok pajak, besamya sank.si a.dministratif. dan Jumlah 
pajak yans masih harus dibayar; 

;_..r; Surat Ke.tetapan Pajak Dae.rah Ni.hil. yang selanjutnya dislngkat SKPDN. ad.dab surilt 
ketetapao pajak yang meoentukan jumlab pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit 
pajak a1.au pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, 

.::6 %rat Ketetapan Pajak Dacrab Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah 
surat kctetapao pajak yang menentukaa JUmfah ke.lebihan pembayaran pajak katena Juntlah 
kredit pajak lebU1 besar dari pada pajak yang terutang atau seharu.mya tidak terutang: 
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang .-lanjutnya d,singjcat STPD. adalab sum unruk 
melakukan tagihan pajak dan/a1.1u sanksi administratif berupa buaga daniatau de:nda;. 

• 

• 
• 

Ptteleban Ho,. ~t» Taruh d>n'oou Baa~ odofoh pat,mu,, >i.u pemllW11 nuki,m >""11 
mcnf'ilitutkan dtp,erolebnya llak ~ s:a."l.Ab dln:luu baogunan oleb orang pnbadi atau - Jhl atas Tanah J3n,'a1.J..U Banguna.o adalah h.ak aw tanah, termasuk b.1k pengeteiaan. 
beserta bangunan diarasnya. sebagarmana dimaksud dalam undsng-unda.ns d, bida.ng 

pic:ru.oa.h.m dim bangunan, . 
Pttoh:han hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan•atau baogunan olch ahh 
•-n~dari pewaris, yang: berlaku setelah pewaris memggal dunia. 
p,rn!etr.u, hak karene hibah wasias adalaa peroleban hak atas tanab danlatau bongunan oleb 
cr.·g pnbadi atau baden dari pemberi hibah wasiat, yang berlal:u setelab pemberi hibah 

--" mentngga! dunla; 
;....,.i. Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang ddpat dikenakan pajak, 
., ,b Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, peraetong pajal(. 
~ pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesua., dengan 
etentuan peramran perundang-undangan perpajakan daerah, 

~ • un pajak adalnh jangka waktu yang lamanya I (saru) tahun kalender, kecuali bil• \\'ajib 
i:-., ak-menggunakan tahun buku yang tidak sarna deagan 1abuo kalender, 
ra,ak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suaru saat, d:llam Maso pajak. 
diram Tahun Pajak, atau dalam Bag:ian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peramran 
peruadang-undar,gan perpajakan daerab; 
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mular dari penghimpunan data objek dan 
.;-ubJek pajak atau retribusi. penentnan besarnya pajak atau retribesi rang tcrutang .sampai 
,egsatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajtb Pajak sena pengawasan 

• 



.-. G!ieupkanoya Perntura.n Bup,ui ini : 
a wrw,:an tertib pengelolaan administrasi BPHTB. 

;...ul.an ~-ualit.as ~layanan BPHTB 

Pa.s.al 3 

P"s•l 2 
d11e1apkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
.an Bea Perolehan Hak atas Tanab dan Bangunan (BPHTB) 

MAKSUD DAN TUJUAN 

BABU 

• 

cS Sur111 !...~ Pembewlan 1dofab sunt kepuru= )~ mec,hdul...., les.tlaNlt' rul,; 
kesalahan h.Jrung_ <I.an :aw kekekehruan J:alam pctid':s.pan ~ctemmn teneoru dJ.lam 
Peraruran Perondmg.·uo<b.n.;an perparakan daerah yan~ rerdapat da'em Surnt Surat Setoraa 
Pajak Daerah, Sunn Ke.;.e-;apao Pa.ja.!<- Daerah. Sutal Keterapae P31ak tnerah .Kuc.1og B.ayar. 
Surat Ketet1paA Pajak Daerah Kurang Bayar Tarubahan. Surat Ketet>pan PaJ•k Da<mh 
Nihil. Sura, Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bsyar. Surat Tag,!un Paiak. Daerah. 
Surat Kepurusan Kebcral3.tl adalah surat keputusan atas keberaran cerhadap Surat 
K<tetapan Pajak Daerah, Surat Keterapan Pajak Daerab Kurang Bayar, Surat Ketaapan 
Pajai. Oaerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan l'aJak O.aerah Nihil. Surat 
ketet>pan Pajak Daerah Lebih Bayar, (Pembatalan). atau terhadap pemotoogan .,.., 
eemungotan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh \\'ajib Pajak. 
""'"' Perintah Membayar Kelebihan Pengembalian Bea Perolehan Hilk Atas Tll!lah dan 
&o.gunan yang selanjutnya disebut SP~tKP BPHTB: 
Penagihan Pajak adalah sernngkaiao tindakan agar penanggung pajak mefunasi utang pajak 
can biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperiagarsan, me1aksanakan 
c,enagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegabao, 
-..:1.daksanakan penyitaan. melaksanakan peayanderaaa, meojual barang yang telsh disita; 
Sanding adalah banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Und>og Nomor 6 Tahon 
9Sl rentaog Ketenuran Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana d,ubah tcrol.:hir 

dengan Undang-Uodang Nomor2S Tahun 2007 . 
Pumsan Banding adalah purusan badan peradilan pajak atas banding tcrhadap Surat 
Kq,utusan Keberatan vang diajukan oleh Wajib Pajak; 
Sw1u Uralan Banding atau disingkat SUB adalah Surat Bupau yang berisikan jawaban :1taS 

.dasao banding yang diajuka.n oltb Pemohon Banding. 
Pcmeriksaan adalah serangkaian kegiatsn menghimpun dan mengolah data, keterangan. 
Jm atau bukti yang dilaksanakao secara obyektif dan professional berdasarkan smw 
~ pemeriksaan untuk menguji keparuban pemenuhan kewajiban perpaj:lkan daerah 

1ruk mjuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Pen.mdang ... undangan Perpajakan 
O..rah, 
Bmk atau tempat lain yang. ditunjuk adalah Tempat untuk menerima pemb.ayaran auw 
:.,ayetoran Bea Perolehan Hak atas Taneh dan Bangunan dari Wajib Pajak dan 
memindahkan sal~o penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan te Kas 
D-i<rah Kabupaten Bekasi. 



BABIV 
~£.,U:,iJUKKANTEMPAT DAN TATA CAiv\ PEMBAYARAN BEA PEROL[IMN 

flAKATASTANAR OANBANGUNA~ 

Pasnl 5 

BPHl1I )>ng terutang dibaynr pada Tempat Pembayarnn BPHT13 di wilayah letak tanah dao. atau 
, .-n dengan menggunakan SSPD BPHlB. 

Pa53l 6 

l:i..,ttfiah;asi terhadap pencriroaan BPHlB pada Temper Pembayaran dilalrul:an oleh Kepala 
SUD 

IJ P<l>k>.>naan pembayaran BPHTB yang terutang wJj1b dibayar oleh \\'aj1b Pa.tak atau 
k.uas.tnya dengan menggunakan SSPD BPHTB ke Bank- tempat pembayaran ~ang dituojuk: 
Bup.ru 
K~Jj)\la.n mcmbayar sebagaimana dimaksed pada ayat (I) harus d1lunasi pada sear 
Tfiladmya perolehan bak atas tanah dantatau bangunan yaitu : 
• jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatenganinya akta; 
~ mkar menukar adaJah sejak tanggal dibuat daa ditandaranganinye akta 
c hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. 

waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaflarkan peralihan haknya ke Kan10< 
Putanahan; 

< pemasukan dalam perseroan a111u badan hukum lainnya adalah sejak 1anggal dJbuat dan 
duandatanganinya akta: 

< penusahan hak yang mengakibatkaa peralihan adaJah sejak tanggal dibua, dan 
dunndaranganinya akta; 

, h?lang adalah seJak tanggal penunjukkan pemenang lelang, 
putusan hakim adalah se,ak tanggaJ putusan pengadilan yang mempunyai kdnwan 
1:.ukum tetap. 
hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutsn mendaftarkan haknya ke Kantor 
Penanahan~ 
pernberian hak baru a111s tanah sebagai kelanjutan dari pdepasan bak adalah seJakt anggal 
dnandt11a11ganinya dan dherbiikannya surat keputusan pemberian hak; 
pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalab sejak taoggal ditandatrutgaru dan 
djterbitk-annya surat keputusan pemberian hak, 
peog:,;abungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangaainya akta, 

m peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan dirandatanganiaya akta; 
O hsdiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditaodatanganinya akta 

Pasal .i 

TATA CARA l'l:LAKS.~:-iA.A.' PE)l:BA\AR.u-.; 
BEA Pli:ROL.EHAS B • .\K ATAS T.A.,AH DA., B.-Kc;l·, ":-< 

BAB lll 



Kcberawo sebagaimana dimaksud dalaru Pasal 8 diajukaa kepada Kepala SKPD. yang 
~..nerbitkan SKPDKB, SKPOKBT, SKPDLB. dea SKPDN. 
Kd>erntao diajukan secara rertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemakekan jumleh 
paJ.tk yang ierutang menurut perhitungaa Wajib Pajak dengaa disertai alasan-alasan yang 
1das dengan melamprrkan : 
a. fotokopi Surat Setoran Pajak Oaerah Bea Peto1ehan Hak atas Taru!h dan Bangunan, 
b asli SKPDKB/SKPDKBTISKPDLBISKPDN; 
e fotokopi Akta/Risalah Lelang/Surat Kepurusan Pemberian Hal: BarwPutusan Hakim, 
d forokopi KTP/Slll'I/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain 
Keberatan hams diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) butan sejak tan~ogal 
duerimanya surar ketetapan sebagaimana dimaksud daJam Pasal S oleh Wajib Pajak. keeual] 
•JUbila Waiib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka wa1'"1U iru tidak dapat dipeout,, 
urena keadaan di lm1r kekuasaannya. 

- K~eratan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di.maksud pada ayat (2} dan ayai 
3) udak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan Kepsla 

SKPD, memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan 
""" Kepala SK.PD, wajib memberlkan keterangan secara certoJis hal-hal yang meojadi dasar 

pengenaan pajak apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, 
Pengajuan keberatan udak menuuda kewajiban membayat pajak dan pelaksanaan peoagahan 
psjak. 

Pasal 9 

~ dapa; diejukan oleh Wajib Pajak atas suatu 
a. , ""' Kesetapan Pajak Daerab Kurang Bayar (SKPDKB) Bea Perolehan Hek aw Tanab dan 

o,..,,, .:,."'tlna.11 1 

~ Keretapan Pajak Daerah Kurnng Bayar Tambahan (SKPDKBT) Bea Peroleban H•k atas 

->n.lb.dan Bangunan, 
,..... Keietapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Bea Pcrolehan Hak atas Tanab dan 
8.E'aman. 
~ Ketetapan Pajak Daer-ah Nihil (SK.PON) Bea Perolehan Hak atas Tanah d.an 6angunan. 

Pasal 8 

Per1goju~m Kebeut.:111 BPHTB 

BADY 

T\TA CAR.~ PENGAJV . .\J'1 DAN PEi'\'YJ:L[SAIAN KEBJ:RATAK 
If£...\ PEROLEBAN HAK ATAS TANAII DAN 8..\:"1GUN • .\N 

p.,., - 
.. en·~ d,retJukon oalam ~ pemha)™ BPHTB llU clean diamr lebib lanjut 

Kc,p;,h SKPD dan B.nk Ternpat Pembavaran 



Posa! 14 

Apabila Wajib Pajak yani; bersangkutan tidak sependapat dengan Surat Kepurusan yaog 
drterbltkan oleh Kepala SKPD atau Bupati, Wajib Pajak dapar mengajukan permohoaan banding 
sanva kepada Pengadrlan Pajak 

p.,,113 
K-epala SK.PD sesuar kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pas.al l I memberikan 
kepunisan atas pengajuan keberaran dalam jangka wakru paling larna 6 (enam) bulan SCJak: 
tanggal diterimanya surat keberatan sebagaimana dimnksud dala.m Pa.sal 9 ayet (2) dan ayat 

1J) 
Sebelum Surat Keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat meayumpaikao alasao tambahatt 
atau penjelasan rertulis. 
Keputusan seb•gaimana dimaksud pada ayat (I) dapat berupa · 
a mengabulkan selurubnya; 
b mengabulkan sebagian; 
c menolak, acau 
d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang. 

41 Apabila jangka wa.ktu sebagaimana dimeksud pada ayat (I) telah lewat dan Kepala SKPD 
atau Bupati tidak memberi suaru Keputusan, maka keberatan ying diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan 

Pos"I 12 
a:. Kepurusan Keberatan sebagaimana dimaksud daJam Pasal I l ayat ( l) disampalkan kepada 

b Pajak. 

Keputusnn Keberatan BPHTB 

Baginn Kttig;1 

Kq,.,.la SK-PD berweoang memberikan kepurusan atas pengajuan keberatan BPHTB 
~anianz pajak yang terutang tidak lebih besar deri Rp 500.000 000,00 (lima raws juta 

nrab> 
B~u herwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan BPHTB sepanjang 

.i. yong terutaug le!>ib besar dari Rp 500.000.000,00 (lima rstus juta rupiah). 

Pasat 11 

SXF'O. s,dda.b rnenerirna pengajuart keberatan din WaJ1b Pajl.k mo::mbn-ikan t31'\da ten ma 
_ Tmd.7 li?1ltr.l Surat Keberatan ya.rig diberikae oteb SKPD, atau randa penginman Sura, 

Keba:IWli mefalui Pos tercatat dan sejtmsnya merupakan tanda bukti penerimaan Surat 
~ tc,sebat bag, kepennngan \Vajib Pajak. 
AtD pc,,£i1iuan keberatan Wajib Pajak. Kepala SKPD melakukan pemeriksaan'verifikasi 
ilJwaS:"" yang hasilnya dituangkan dalam berita acara basil pemeTik.sa.anlverifikasi 

PasallO 

~~" KtJua 

P~ll}tle-5.ihm Kt-benan BPBTB 



Pasal 18 

Kelebihan pembayatan BPHTB yang, maslh rersisa dikembalikan dalam jangka waktu paling 
lama 2 (dua) bulan sejak: 
a, drterbitkannya Sura, Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 1SKPDLB) BPHTB 

diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak daerah laiaaya, 
b. duerimanya permohonan pengembahan kelebihan pembayaran BPHTB sehubungan 

dengan surai keputusan lain yang menyebabkao timbulnya kelebihao pembayaran 
BPHTB .. 

Pasal 17 
Kelebihan pembayaran BPHTB diperhitungkan terlebih dabulu dengan utaag pajak daerah 

ls.inoya 
.l A~s dasar perserujuan Waiib Pajak yang berhak atas kelebthan pembayaran BftlTB, 

kclebihan tersebut dapat d1perhitungkat1 dengan pajak yang akan terutang ,uau dettg:in utartg. 
pajak atas narna Wajib Pajak lain. 
Perbi1ungan sebagairuana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan de!lgall penundah 
bukuan, 

Posal 16 
1:ntuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaraa BPHTB. Wajib PaJll m.engajukan 
perrnohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang:jdas kepada Bupati 
Tanda penerimaan suras ptrmobonan yang diberik:lJl olch Pejnbat SKPD yruig dirunjuk 
unruk iru, atau tanda peng.iriman surat pennohonan melalui Pos tercatat rnenj:adl t.anda buku 
penerimaan surar permobonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I). 

Tatn Cara Pembayaran Kelebihan Pembayar.in BPUTB 

Bagian Kedua 

Pasal 15 
I) !;dd,ilun pembavaran BPHTB dapar terjadi dalam hal · 

BPITTB yang dibayar rernyara lebib besar dari yang seharusnya tcnuang: 
b dtlakukaa pembayaran BPHTB yang sebarusaya tidak tenrrang; 
... pe<mohonan pengtu:a11gan pajak yang terutang di.kabulkan~ 
J pengajuan keberatan atas sura, ketetapan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhny a. 
e permohonan banding terhadap kepurusan keberatan dikabulkan sebagian atau selurubnya, 

~ perubahan peraruran. 
_ l 1.u'lg Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi adm.iaistras1 berupa 

· il11g.l. denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan paJak atau surai 
1.epurus.an lain berdasarkan ketentuan Peraturan Penmdang·unda.ngan pajak daerah, 

Kelebih:m Pe.mba~·ara11 BPI-f'rB 

Bagiaa Kesatu 

T.-\ TA CARA PDCBA) ARA .. x KL\JB.-\LI Ul.f.BIHAS fE~IBAYAR..-\S 
BEA P£ROL£1L\;,/ BAK.\ TAS TA_,_\fJ OA!' BA;-.;Gt:SA1' 

BAB\l 



BAB \l.11 
PEMJJERIAN PENGUR..\1'1GAN BEA PERO LEH.-\.'[ fl..\K ATAS TA.'[All DAt\ 

BASG\iN.-\.'\ 

P•s•I 21 
) Besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak ens Ta.uh d.111 Bangunan ditetapkan sebesar 

50 % (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untul 
a Wnjlb Pajak orang pribadi Veteran. Pc~v.11 ~eg,~n Siptl (P~S). Tentara ~asiooaf 

lndonesia (Tl\TJ), Polisi Republik lndoo<SU 1POLRlJ. Pensiunan PNS, Pumawirawan 
TNC, Purnawirawao POLRI atau janda..:duda·n~-a v2ng memperoleh hak atas tanah dan 
atau bangunan rumab dinas Pemerintah. 

I T erhadap SPMKP BPHTB yang telah diterbitkan sebetum berlakunya Peraturan Bupari ini 
namun belum ditunaikan, tetap diterbitkan SP20 dan dibaysrkan berdasarkan peraturan 
Y•!l11 berlaku sebelumoya, 

:, Beucuk formulir SPMKP BPMTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
Peramran Bupati ini. 

Pasal 20 

Pasal 19 
Surnt Perin1:ih Membayar Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan H~ A.tas Tanah dan 
Baogunan (SP~IKP BPHT13) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan scoag,,i 
heril..'\Jt : 
s Iembar ke-1 dan lembar ke-2 unruk Kas Daerah, 
b lembar ke-J untuk Wajib Pajak yang bersaagkutan; 
e lembar ke-4 unurk SKPD yang menerbitkan SPMKP BPHTB 

- Kas Daerah atas nama Bupati wajib menerbitkan Surat Periotah Pencairan Dana (SP20) 
paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPi'<ll<P BPHTB diterima 
Kepala Kas Oaerah mengerubalikan lembar ke-2 SP1'CKP BPHTB yang telab dibubuht cap 
unsgal dan nomor penerbitan SP2D disenai lembar ke-2 SP20 kepada Penerbit SPMKP 
BPHTB. 

SPMKPBPHTB 

Bagi.:ln Keriga 

_ Kdcbl.}nn pembayan.n. BPHTB yu,g IBl.3lh tcrStj,a s::'bapunma J,m:1k:sud d.aJ.m ayat fl> 
@siiuhl:>n oleh Kepala SKPD d<fl.c-1'1 menerlntl.Ul Sum KcpullJS-lll Pengcmbalian 
J;;dcbsban Pemha~it>n Be, P«olch>n Hal: Atas Taoah dan Bangunan cSKPKP BPHTB) 
k:rdlsark.m SKPDLB BPHTB atau surat kepurusan lain yang menyebabkan tirobulnya 
le dl.Jran pembayarau BPHTB 
Per cembaban sebacaimana dimeksud dalam ayat (2) dilakllkan dengan mcnctbitk--an 
;;.,,.;, Penntah Me~bayar Kelebihan B•• Perolehan Hak Aras Tanab dan Bangunan 
,P?,!Kl' BPHTB) yang bentuk formulir sebagaimana ditetapkan dalam L.ampiran I 

P\nrurllll Bupati ini. 
4 :,,m Penatah Membayar Kelebihan Bea Peroiehan Hak Atas Tanah daa Bangunan (SPMK 

BPHTB} dibebankan pada mata anggaran pengembalian pertdspatan pajak daereb tahun 
.&n,!L':!tltan berjalan, yaitu pada mata atlggaran yang sema atau sejenrs dengan mata angs.'lf"3R 
penerimaan semula. 



Posal 2~ 
ll'a1ib Pajak mcngejukan permohoean ptngurangan Bea Perol<han H>k atas Tanah d.Jn 

BJngun>n kq,,da K~Ja SKPD aw, dap3t rn•n;iaJul..n lepad3 Bup&ti daJatn bal 
sebagairnana dnnaksud do lam Pasal 23 Ayat (I) dan Ayat 1:). 

• Dalam hal kewenangan mcmberil.an Keputu .. n Pembenon P~npn BPHTB berada 
p•d3 Bupati sebag.iimana dimal.sud dalam P•sal 23 ayat (2). KepaJa SKPD meneruskan 
permchonan penguraagan BPHTB kepada Bupati d,lam iangka .... 1:ru paJmg lam., 14 
[empat belas) h1n seJal: 111\_llg'I chteriOWl)"a sun! permobonan_ 
Permohonan pengurang11n BPHTB sebagaimana dimaksud pada Ay11 (I) doaj,,l,n ,..,.,.. 
te,·1ulis dalam bahasa Jndoncs,a dengan dos•rui aJ3$3J1 yang ,efas dalam J~ w:ikn, poheg 
tama 3 cuga) bulan scjak soar terutang BPHTB 

s • Permohonan pengurangau BPHTB dinjuk.an dengan melampirkan 
a fotokop1 lembat I SSPO BPHTB; 
b fotokop, Surat Pemberirahuan Pajak Teiutang (SPPT) PBB untuk iahun terutan~n)a 

BPHTB: 
< fotokopi dol1JID<11 peroldian hak ,...., tanab don auu banvunan. 
d fotokop, Strtitikat Hak ates Tanah dan'a1au hak molik atas Saman Rumah Susun dalam 

h,11 perolehan bak ka,ena pernmd>han: 
c. f()(okopi KTP SO.LPaspor;Kanu K<lU3<ga;ldcnuw I.Jin, 
f Surat Keteroll!;an Lurnh/Kepala DcsalKotcrangan lnstansi lainnya )ang terllit 

Pual 2J 
) 1' ~•I• SKPD atas nama Bupa1i berwenang membenkon Keputuun Pembman Pt(lgllran......, 

B,~ Pttolehan Hak mas T anah dan Banguaan dolam b,J pajal: )ang ·~ pal,ng bany•l 
Rp ~()(, 000 000,00 [lima rarus juta rupiah) 

.) Bepau berwenang mcmberikon Kepetusan Pembm.>n Pengur,ngon Bea Perolelw, tbk ... 
T n.lh cl.in Bangunon d3Jom hJJ pajal. yang 1eruuni; leb•h d.Jri Rp ~oo 000 000.00 ll•m• 
• tus juta ropiah). 

Pual ll 
~ 1\'ajib Pajal: udak meni;;,iul.•n permobonon peo.,-uranpn dan ber<b>llrbn 
I.CCff""" ..:an lain diketahui bahwe pajak terutang ndak atau kuran1 d1ba)ar. mali..-a •U> 

ld.oran,;an p.tJak t<tUtang <er>ebut dnerbttl..an SKPDKB 
• D.ur h.,J Stoa)l3im.,,a dimaksud dalam avat (I). Wajib Pajak dian!liap tidak mcn3ajvkan 

pamohonan pengurangan kecu311 masih rnemenuhr Jangka "'-a.L,u 3 (np) bufan 

~ Tmah da.n arAU b~ di;imal...1:. d,ft' .:.. lei:,c::a:-aa l()ci;l! ,itJU reo Ji.ill' ~-:tn,e 
M::ctUt.J.omat.a nJ.u. untuk m~ncan k.a.rnt~ng.ui am.u-.a tnn u.nu.lt.: p.inH asuha.n. pann Jompo. 
Nm.th vanm p1atu. sekolah ~an~ u<W. d1ru1uio.a:n meacan L::c"'.111.tun.£,,ln. 

• Bcrd>,.ukan hasil pernenksaan ventika.s1 laplng.lll f..epl • SKPO •t.lU Bupao menn,pkm 
_..,.P ren¥ut11ni;an BPHTB sob~'Jiman. d,m.Jhud dalam a)>t 111 



Beomk Keputusan Peinberian Pengurang.a.n BPHTB adalah sebagaimana ditetapb.n dalam 
L..ampiran TI Peraturan Bupati ini 

Pas:11 28 

Perrnchonan wajlb Pajak yang diterima sebelum ditetapkanoya Peraruran Bupati ini dan belum 
duerbitkan keputusan pengurangan, diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini 

Pasol 27 

, • • Kepala SKPD sesuai deogao kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pa.sat 2) a,111 

(I), dalam waktu paling lama 6 (enarn) bulan sejak tanggat diterimanye surer 
permohonan harus mernberikan keputusan aw pcrrnohonan pengurangan BPHTB yang 

iliajukan Waj,b Pajak. 
l2) Bupati sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 aya, (2) 

dalam wakru paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permobooan harus 
mcmberikan keputusan atas permohonan penguraagan 8PHTB yang diajukan Wajib Pajal 

t3) Keputusan sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) dan ayat (2) berupa mengabulkan 
seluruhnya, atau menolak. 

(~) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) telah lew>t dan 
KepaJa SKPO atau Bupati tidak memberikan suatu keputusan. permohooan pengurangan 
BPHT!l yang diajukau dianggap dikabulkan dengau meng,,cu kepada ketenrull'I 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. serta Kepala SKPD atau Bupati harus menerbitka.n 

-keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan \\1-ajib Pajak yang tstnya 
mengabulkan permohonan dengan rnengacu kepada kerenruan sebagarmana dunaksud dalam 
Pasal 21 

Pasal 26 

Kepala SK.PD =mbenbu ""'ih ten-na l•pod>- Wi!!Ib h•>k s,,teloh meaenma ~mohllll3ll 
pengurangan BPHTB 

- TattdJ terima surat _permohonao pengutangan BPHTB b.lgt \V:11W Pajak adaJah tand:t. tertma 
!>Ur.it permchonan pen,btUtJ.npD BPHTB yang diberikan oleh Kcpala SK.PO a.uiu buLu 

pengiriman surer permohonen pengurangan BPHTB meletui Pos Tercatar dan sejen1So}a 
sehobungan dengan Pasal 24, 

'l Atos permohonan pengurangan BPHTB dari W&Jib Pajak, Kepala SKPD WU Bup<1ti 
melakukan pemeriksaan/verifikasr lapangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara 
pemeriksaan/ verifikasi lapangan. 

1.1 J Permohonan pengurangan BPHTB yang tidak memenuhi persyaratan seb.aga,mana 
dimaksed dalam Pasal 24, tidak dianggap sebagai surar pertnohonan pengurangan BPHtB. 
sehins,ga tidak dapat dipertimbangkan, dan Kepala SKPD atau Bup•ti memb<mtahukan 
kepada \Vajib Pajak yang. bersangkuran agar persyaratan sebagaimana dalam Pasal :..i dapa1 
dipenuhi selama masih dalam jangka yang ditentukan dalam Pasal 24, keeuafi apabila 
permohonan tersebut tidak mernenubi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (l). 



I) Pengurangan atau penghapusan saoksi adrninistrssi sebagaimana d1maksud dalam Pasal 19 
huruf a dapat dilakukan rerbadap sanksi administrasi yang tercantum dala.m: 
a. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Aias Tana!> dan Banguoan (SSPD 

BPHTB); 
b Sura, Keterapan Pajak Daerah Kurang Bayar Bea Perolehan Rak Atas Tenah d.:in 

Bangunan (SKPDKB BPHTB); 
c. Surat Ketetapaa Pajak Daecah Kurang Bayar Tambahan Bea Peeolehan Hak A.ta.s Tanah 

dan Bangunan (SKPDKBT BPMTB) atau; 
d. Surat Tagihan PaJak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (STPD 

BPHTB). 

t:) Pengurangan SSPD. SKPDKB, SK.PDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD BPHTB 
seoagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dapat dilakukao dalatn bal terdapat ke,idak 
benaran atas : 
a. Nilai Perolehan Obyek Pajak. dan/atau 
b Penafsiran peraruran perundang-undangan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak ates Tanah 

dan Bangunan padaSKPDKB. SKPDKBT. SKPDLB, SKBN, atau STPD BPHTB 

Pasal 30 

&upati karena jeberan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat · 
• mengurangkan atau menghapuskan sanksi admimstrasi BPHTB berupa bunga, denda. dan 

kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan WaJlb 
Pajak. dan/atau; 

, meogurangkan atau membatalkao Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Surai Ketetapan Pa1ak 
Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
[SKPDKBT). Sura, Ketetapan Pajak Daerah Lebih Boyar (SKPDLB), Surat Ketesapan Pajak 
Daerah Nihil (SKPDN), atau Surat Tagihan Pajak Daerah Bea Perolehan Hal: Atas Taoah dan 
Bangunan (STPD BPHTB) yang lidak benar 

Pasal 29 

Pengurangan Arau Penghilpus:rn Sanksi Administrasi Dan Pengu..raogan Atau 
Pernbatalan Surat Ket<tapan Atnu STPO BPHTB Yang Tidak Benar 

Bagian Kesatu 

I \T\ CARA \>£SGUR.ASGAS ATAt: PEKGO..\Pt:SAi\ SANKS! AD~HNISTR. ... Sl 
I,\.' PENGURANG.-\JX AT ..\U Pt:J\IBA TALAK SURAT KETETAPA~ ..\TAI! SllR,\ T 

fAGIJUN PAJAK OAERAH BEA PEROLEHA.X HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN YAKG TIDAK BENAR 

BAB LX 



Pas:il 32 

, Permohonao pengurangan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB. SKPDN. areu STPD 
BPRTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 hurufb harus memenuhi persyaratan 
a. I (saru) pennobonan untuk I (satu) SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN 

atau STPD nnrra. 
b diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia deogan mencanmmken besamya 

keretapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung 
perrnohonanuya, 

c diajukan kepada Bupati Bekasi dan disampaikan ke Kepala SKPD: 
d. dilampiri asli SSPD, SKPDKB. SKPDKBT. SKPDLB, SKPDN. atau STPD BPHTB. 

yang dimohonkan pengurangan; 
e Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, atau mengajukan keberatan namun tidak dapat 

dipertimbangkan, atas SSPD. SKPDKB. SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDX 
2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mcncabut ktberatannya rersebui, tidak 

termasuk pengertian \\'ajib Pajak rang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud 
pada aya1 (I) hurur e 

f \\'ajib Pajak telah melunasi pajak yang udak arau kurang dibayar y3ng men1ad1 d,;$:.ar 

penghirungau sanksi administrasi yang tercantum dalam SSPD, SKPDKB. SKPDKBT. 
aiau STPD BPHTB; dan 

: Permohonan pengurangan atau pengbapusan sanksi administrasi yang tjdak memenuhi 
persyaratau sebagaimana dimaksud pada aya1 (1), dianggap bukan sebagar permobonan 
sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada \\'ajib Pajak atau kuasanya dtben1ahukan 
secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lam.:i I (saru) bu Ian 
rerhitung sejak permohonan tersebut diterima. 

Pcrnsunonao pengurangan atau penghapusan sanksi adrnmistrasi sebag.aimana diroaksud 
tb.bm- Pasal 29 huruf a harus memenuhi persyararan 
a I 1satuJ permohonan unurk I (satu) SSPD, SKPDKB, SKPDKBT. atau STPD BPHTB. 
b rl1~ukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkaa besamya sanls.i 

ada1irustrnsi yang dimohonkan pengutangan atau penghapusan disertai alasan yang 
mendukung permohonnnnya: 

, d131ukan kepada Bupati don disampaikan ke SKPD, 
dilampiri fotocopy SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, aiau STPD BPHTB yang d,mohonkan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; 

e Wajib Pajak ridak mengajukao keberatan, mengejukan keberatan namun ridat 
dipenimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencsbut keberatann)a.. atas 
SSPD. SKPDKB. SKPDKBT. dalam bal yang diajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercanrum dalam SSPD, SKPDKB, arau 
SKPDKBT· ' 

P,saJ 31 

anx-Syarnt Pengurang:an ..\uu Pen2hapusan Sanksi AdministnlSi Dan P~n2\lr:tn2an ~ - - 
.\l:rn Pembntalan Surat Keretapan Atau STPD BPHTB Y:rng Tid.ak Benar 

Bagan Ktdua 



Bagi.an Keempat 

Keputusan Pe11gurnr1gar1 Atau Penghapusau Sanksi Administr-asi Dao Peogurang_an Atau 
Pembatalnn Surat Ketetapan At:m STPO BPJJTB Yang Tid:)k Btnar 

Pas:il 34 

11) Bupati atau Kepala SKPO, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
permohonao diterima, hares memberi suatu keputusan atas permohonan \\'ajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. 

Pasal 33 
) Permohonan pembatalan SSPO, SKPDKB, SKPDKBT, SKPOLB, SKPDN, arau STPD 

BPHlB sebagaimana dimaksud da1am Pasal 29 huruf b diajukan secara perseorangan. 
12) Permohonan pembaralan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dill1l!ksud pad11 

ayat (I) harus memenubi persyaratan : 
a. I (saw) permohonan unruk I (saw) SSPD, SKPDKB, SKPDK.BT, SK.PDLB, SKPD~, 

atau STPD BPHTB; 
b. diajukan secara tcrtuJis dalam bahasa Indonesia dengan mencantu.mkan alasan yaog 

rnendukung permobonennya; 
c, d,ajukan kepada Bupati Bekasi atau Kepala SK.PD dan disampaikao ke SKPO; 
d. dilampiri asli SSPD, SK.PDK.B. SKPDKBT, SKPDLB. SKPDN, atau STPD BPHTB, 

yang dimohonkan pembatalan. 
e. Permohouan pembatalan BPHTB diajukan paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal 

validasi 
(l) Terhadap permohonan pembatalan sobagaimana dimaksud pada ayat (I) terlebib dahulu 

dilakukan penelitiao/verifikasi lapangan pemba,alan SSPD. SKPDKB. SKPDKBT, 
SKPDLB, SKPDN. atau STPD BPIITB terhadap Wajib Pajak uotuk 1nenge1•hui kcbenami 
atas permohonan . 

(4) Kepala SKPD sesuai dengan kewenangaenya, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal ditenmanya surar permoboean harus memberikan keputusan atas pcrmohonan 
pembatalan BPHTB yang diajukao Wajib Pajak 

1 ~) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas berupa : 
,1. Surat Penolakan yang ditandatangaoi Bupati/Kepala SK.PD apabila permohonan ditolak; 
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pembatalaa BPHTB yang ditaod3tangani Bupali.'Kepala 

SKPD apabila permohcnan diterima, 

' Pennobonm f'<l':"Xc ;,m SSPO s,;,)'OKB SKPDKBT SKPDLB SKPD:\ •= STPD 
BPHTB }aD~ tlda awaw+w4u pcrs)iataWI sebagaunana dun:?ksuc! pada 1yat {I). dian£_Sa.p 
bukan sf'baga1 permobonm sdutlgga udak dap:u dipesnmbangkan dae \\'ajib Pajak atau 
kuasanya d1bern1ta1\ an seca.ra tertuhi> disen.ai alas an yang mendasan permohonan datam 
jangka waktu pahng: lama I (satu) bul.an terhirung scjak permohooan tersebut diterima. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pembatalan 

$$1'0. SKPOKD, SKPOKBT. SKPOL,B. SKPON Atau $TPO BPHTB 



Pasal 37 

Objek pajak yang udak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Baogunan adalah obj<k 
paj~k )'a.ng diperoleh . 
a. perwakilan diplomatik. konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 
b negara unurk menvelenggarakan pemenntahaa dan/atau pela.ksanaan pembanguoan unruk 

kepentingan umum. 
c. badan atau perwakilan lernbaga iruernasional yang dlletapk.an dengan Peraruran Menten 

Keuangan dengan syara; tidak menjalankan usaha atau melakukaa kegiatan lain di laar fi.mgsi 
dan tugas badan eteu perwakilan organisasi tersebut, 

d. orang prrbedi atau bada.n karena konversi hak atau karena perbuatan huku.m lam dengan tidak 
adanya perubahan nama, 

e orang pnbadr atau b.;.J3n karena wakaf; dan 
f. orang. pribadi atau badan yang digunakan untuk kepen1in.,gan ibadah 

- 
BA'BX 

TATA CARA PENERBITAN DAN BENTUK SURAT KEPUTUSAN PE~ffiEBASAi\ 
BEA l'EROU:BAN HAK ATAS TA.NAH DAN BANCCNAN 

Pasa136 

Bdltuk Formulir Keputusan Bupn.ti mengenai . 
• PcD!,'llrangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB aras SSPD. SKPDKB 

SKPOKBT, atau STPD BPHTB sebagaimana ditetapkan pada Lampiran m Peramren Bup,1i 
,ni, 

I Pengurangan SSPD, SKPDKB. SKPDKBT, SKPOLB atau SKPD~ yang tidak benar 
sebagairuana diretapkan pada Lamptran JV Perarutan Bupati ini; 

e Pembatalan SSPD. SKPDKB. SKPDKBT, SKPDU3. atau SKPDN ~-.og tidak benar 
sebagaimana ditetapkan pada Lampi.ran V Peraturan Bupati ini 

J;e;'l:wsao Bupan atau Kepala SKPD atas 
a. Pennohcman pengurangan atau penghapusan sanksi admmistrasi sebagaimana dimaksud 

c.u>mPasal :9 huruf a, dan 
l'i,rmohonan pengurangan SSPD, SKPOKB, SKPDKBT, arae STPD BPHTB 
Jd>agrumana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dapat berupa mengabulkan sebagian, amu 
seturuhnya. arau menolak permohonan Wajib Pajak 

_ Kq,ot\)$an Bupati atau Kepala SKPD atas permohonan pembatalan SSPD, SKPDKB. 
SKPDKBT. aiau STPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat berupa 
mengabulkan arau menotak permohonan Wajib Pajak. 
Aw permimaaa tertulis dari \.Vajib Pajak, Bupa.ti harus memberikan keterangan secars 
tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian pennohonan 
\Vajib Paiak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dao ayar (2). 

.l.pDJ1 Jae;~-• v.h:u ~J2,m1:,1 tfima,..suj pad.3 aya \I) idiib terlm:arcu dan '!-.:epaia 
9:PD _, Bupau ndalc membm sww <<pU!lJS>n. ~ y,n; d,a,uhn duns,,,.-ar 
t \M!W~an don Ker.ala SKPD wu Bupm harus menerbnken kepu!USOII sesuai denpn 
pc,,,d>oaan w,ob Pa,:il. dslam rangka wakru paling lama I tsatuJ bulan 1erlnwn0 "J•t 
"'"?'1 '-1".<ll dim:tk5Ud bernklur 

Pasal 35 



Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pernbetulan kesa1ahan tulis. kesalahan 
.. nung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan rertentu dalam peramran perundang-undangan 
eerpajakan dapat dilakukan terhadap Surat Keputusan atau Surnt Ketetapan Pajak Daerah 
BPHTB meliputi : 
~ Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB; 

Suras Keterapan Pajak Daerah Kurang Ba)'ar(SKPDKB) BPHTB, 
Surat Ketetapan Pajak Daerab Kurang BayarTambahan (SKPOKBT) BPHTB, 

• Sur:ll Ke1ewpan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB} BPHTB: 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Xihil (SKPDN) BPHTB; 
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPDJ BPHTB. 

_ Surat Kcputusan Pemberian P<Db'Ufaogan BPHTB; 
Surat Keputusau Pembetulan, 

8.-\BXD 

TATA CARA PE~ffiETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAUAI\' {IIT\il\'G. 
DANIA TAU tq:KEURUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTE'.\'TU 

Pasat 42 

Pas•l 41 
xerentoan lebih Janjut yang diperlukan dalam raagka pelaksanaan tata earn pemberian imbalan 
buy• Bf>HTB kepada wajib pajak akan diatur lebib !anju1 o!eh Kepala SKPD dan Kcpala Ka111or 
Ka.:: Daerah. 

P•s•I JO 
Ptjabat yang rnelakukan ketertambatan dalam menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan 
Bunga Bea Perolehan Hak Aras Taoah dan Bangunan (SPMIB BPHTB) arau P<jabai Kantor Kas 
Daerah ya,)g melakukan keterlambatan daJam menerbitkan Surat Perintah Pencairau Dana 
~P2D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan 

.. etentuan yang berlaku. 

BABXJ 

TATA CAR<\ l'EMBEJUAN l~ffiALAN BUN GA BEA PEROL[IIAt'I; RAK ATAS 
TANAR DAN BANGUNAN KEPADA \VAJI_B PAJAK 

Sanu Kepuru;an P,aibeb_.._SKP• BPHTB d1tc.in1k:u, olet kepala SKPO etau 8up.Y1 
yang wilayah kef}all\"J mdqxm lcttk Lmah atas permohonen tertulis dan \1/ajit> PJJai,; 

_ B""ruk SKP BPHTB >d.lLth sebagaimana tercanrum dalam Lampir.tn Yl Peramran 
Bupat, ini, 
s.KP BPHTB dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yairu 

lembar ke-! umuk Wajib Pa,ak; 
b lembar ke-z : untuk Kantor Penanahan Kabupaten Bekasi; 
" lernbar ke-S untuk Dines Pendaparan, Pengelolaan Keuangari dan Aset. 

l'a.sal 39 
Peemohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diaJukan dengan dilampin 
sahean Surat Kepurusan Pemberian Hak Pengelolaan, Akta \Vakaf. keterangan dart 
Lurah/Kepala Desa/Instansi lain yang terkah ... 
Kepala SKPD meoeliti permohonau wajib pa;ak dan segera menerbitkan SKP BPHTB tebh 
Wajib Pajak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayar ( 1). 



l I) Permohooan pembenrlan yang tidak memenuh.i persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (2), dianggap bukan sebagai surat pcrmohoaan sehingga udn 
dipertimbangkan. 

t~) Dalam hat permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), pejabat hams memberitahukan secara tenulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya 

Pa,al 45 

I IJ Pcjabat barns memberi keputusen aras permohonan pemberulan sebagaimana dimak,,id 
dalam Pasal 43 dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan sejak tanggal sum 
permohonan pemberulan direrima. 

tl) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) telah rerlampaui, tetapi pejabat 
tidak memberi suaru ~eputu.san, maka permobonan pcmbetulan dianggap dikabulkan, dan - pejabat wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan pes-mohonan Wajib 
Pajak paling lama 7 (tujub) bari terhitung sejak berakhirnya jangka wakru I (satu) bulan 
sebagaimana dimaksud pad a ayar (I). 

13) Keputusan sebagaimana diruaksud pada ayat (I) dapat berupa menambabkan, meng m rangl.an 
arau rnenghapuskan jurnlah BPHTB yang terutang, atau sanksi admimstrasi, memperbaiki 
kesalahan dan kekehruan lainny a, atau menolak permohonan Wajib Paj.ak 

Pasal 46 

Dalam hal tidak ada perruohonan oleb Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Pejabat telah terjadi 
kesalahan tulis, kesalahan hirun_g. dan1aiau kekeliruan penerapan keteotuan tmmtu dalam 
peraturan perundang-und:1t1g;in p1jlk daerah atas surat keputusan atau surat ketetapan 
.,ebagaimana dimaksud dawn PasaJ 42 yang ditefbitkannya. pejabat dimll:sud harus 
menerbitkan surat keputus-an untu~ mernbetu1kan kesalahan atau kekeliruaa tersebtrt scara 
tabatan 

l Sunt I(.,,.._ Keba-. 
Sura; Kepurusan raabdw, lmNian Bun~'> 

l ~urat Kepurusaa Pen;unn-= ~~" ~dmttt1suas1, Surat Keperusan Pengh.,pusan Saaks 
Adm1n1st.raS1, Suru Kq,i ... wsan Pengurangan Kererapan P.lJ~ atau Sum Ketetapan PuJdk 
Daa"h Pembaw111 

Pasal 43 
l Permohouan pcmberulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak auu kuasanya secant 

perseorangan . 
.: 1 Permohonen pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) ban.is memenuhl 

persyaratan sebagai berikut : 
a sctiep pcrmohonan hanya dapat diajukan unruk l (sau) surat keputusan atau ;ur.u 

ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pas.al 421 

b diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukuag 
permohonannya; 

c diajukan kepada Pejabat. 
3) Taaggal penerimaan surai yang dijadik.an dasar untuk memproses surat pennohonan adalah: 

a. tanggal terima surat \Vajib Pajak. dalam bal disampaik.an secara langSW\g oleb Wajib 
Pajak pada petugas Tempat Pelayanan BPMTB atau petugas yang dirunjuk; atau 

b. tang.gal stempet Pos Tercatat, dalam surat permohonan disampaikan melalui pos tercatar 

Pasal 4~ 



14) Dnlam hat terdapat penggannan pemeriksa atau perubahan Tim Pemenksa, Kepala Dinas 
pendapaten tidak perlu memperbaharui Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB 1erapi harus 

menerbitkan Surat Tug-as 
(5) Dalam ha! pemeriksaan verifikasi BPHTB merupakan bagian dari pemeriksaan/verifikasi 

untuk seluruh jems pa1ak daerah, Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB seb.aga1maoa 
dimaksud pada a.yen «3) ttdlk perlu diterbitkan dan penugasan pemeriksa mer1g1.kuu 
penugasan yang dueiapt:m dohm Surat Perintah Pemeriksa Pajak. 

Pas•I SO 

Dalam rangka pemenl..saanlHnlu.>Si BPHTB. kepada Wajib Pajak disampaikan Surat 
Pemberitehuan Pemeriksam ,·mfiJ- bl BPHTB dimaksud, 

Pasal 48 

11 Pemeriksaan/verifikasi BPfflll terhadap Wajib pajak dilakukan dalam hal Wajib Pajak 
mengtijukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran. pcngurangan, petubaralan 
dart pembebasan BPHTB selain permohorum karena kepurusan keberatan, purusan banding. 
pumsan Peninjauan Kerubali, putusan pengurangan, atau putusan lain. yang me.ogakibitkan 
kelebihan pembayaran BPHTB. 

(c) Pemeriksaan/verifikasi BPHTB dapat dilakukan dalam hal 
a. Wajib Pajak mengajukan keberatan BPHTB; atau 
b. Terdapat ,ndikasi kewajiban BPHTB ya11g tidak dipenubi. 

Pas:al 49 

U) pemenksaan/verifikasi BPHTB dilaksanakan oleh pemeriksa atau Tim Pemenksa. 
i 2) Tim Pemeriksa sebagaimana dlmaksud pad a ayat ( 1) terdiri dari seorang Kerua Tim dan 

seorang atau lebih anggota Tim. 
t3) Penugasan Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Perintah Pemeriksaao'verifikasi BPHTB 

yang ditandatangam oleh Kepala Dinos. 

Tim Pcmeriksa BPllTB 

Bagi-im Kttatu 

TATA CARA PE'\l£1UKSAAN 
BEA PEROLEBAN HAKATASTANAn DAXBANCUNA!'i 

Pas:.d .r 
~ila- kepurusan s~t.i dunzksud dalam Passl -'~ mu Pasal 43 masih terdapa; 
teal-ahan rulis, kesalahan hitung, dan·'-atau kekehruaa penernpan kctentuan terteetu da!-am 
pentumn perundang-uadangaa p.ajak daerah, pejabat dapat metakukan pr:mbctulao tagi. baik 

,;ecara-Jabauo maupun atas permohonan wajib pajak. 
_ Permohonan pembesulan sebagaimana dimaksud pada ayai (I} harus memenuhi petS)-aratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2). 

BA_BXW 



(1) Hasil Pemenksaan vmft.k;is1 BPHTB dituangkan dalam Serita Acara Hasil 
Perocriksaa1\l\·etifikas1 BPHlB dengaa menggunakan formulir sebagaim.a.na ditetapkan pada 
Lampiran X Peraturan Bupm ,ru 

12) Dal am ha) dilakul..an p,,menwan untuk seluruh jenis pajak, Berua Acara Hasil 
Pemeriksaan/verifikasi BPHTB ,ebagaimarut dimaksud pada ayat (I) merupalam bagian dari 
laporan hasil penrenl<saan p11ok. 

l'asal 54 

Haail Pemertksaen Dan Laporan H,uil Pemer-iksaau 

Begiau Kttiga 

Paaal 53 

Dalam IUII Pemeriksaan BPHTB dihadiri oleh Wajib Pajak, Penl<!riksa harus mcmperlihatkan 
Kanu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak/Kanu tanda Pengenal Pegawai SK.PD dan Surat Perimah 
P'"'11eriksaan BPHTB kepeda Waj11> PaJak. 

Pasal 52 

I L'n!uk kepentingan Pemeriksaan/veriflkasi BPHTB. dapat dilakukan pemanggilan kepada 
Waj,l> Pajak. 
\V11ib Pajak atau kuasanya barns memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat { I) 
sesuai dengan waktu den rempat yang te)ah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka 
Pemeriksaan/verifikasi BPHTB dengan membawa buku, catatan. dan atau dekumen yang 
diperlukan oleh Pemeriksa 

;1 DaJam ha! buku. cataran, dan /atau dokumen sebagaimana dima.lcsud pada ayat (21 berupa 
fotocopy , maka Wajib Pajak hams membuat surat pernyataan yang menyatal::an bahwa 
forocpy tersebut sesuai dengao aslinya. 

, , Dalam ha! diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) arau forocopynya sebagaimana dimaksud pada ayat (J), kepada Wajib Pajak 
diberikan bukti peminjaman 

51 Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada uyat (I), 
Pemeriksaan BPHTB tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada SKPD 

Pnsal 51 

f'em~nksaan1vel'itikas.i BPHTB dilakukan dengan Pemenksaan.·.., erifikasi Kantor, dan dapst 
dtlanJutkan dengan Pemeriksaan/verifikasi Lapangan dalam baJ diperlukan data, kete-rangan 
dan arau bukti yang tidak terdapat di SKPD. 

• P~meriksaanlverifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayai (I) dtlaksanabn 
Md3-s.arkan Surat Tugas Pemeriksaan/verifikast Lepangan yang ditandawiga.ni oleh KepaJa. 

sxro 

Tata C:ara Pemeriksaan BPBTB 



BAB XIV 

PROSEOUR PE:-.ANGANAN BANDING PAJAK DAERAU 
BEA PEROLEUA 'I HAKATAS TAJ1/AU DAN BANGUNAN 

Pasal 58 
(I) Atas perrnintaan Pert£2d,lan Pai:ik, Bupati rnebuat Sura• Uraian Banding (SUB) atas banding 

yang diajukan oleh \\'ai1b P.3r.l.i... 

Pasal 57 
Ierhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB yang diajukao scbelum 
bertakunya Peraruran Bupau uu dan proses pemenksaannya belum dilakukan, pemeriksaan 
dilakukau berdasarkan Peraturan Bupati ini, 

Pas:d 56 

Dalam hal pemeriksaan BPHTB drlakukac hanya dengaa Pemeriksaan Kantor.jangka waktu 
Pemeriksaan BPHTB adalab paling lama I (satu) bulan yang dihituag sejak tanggal Surat 
Pereuah Pemeriksaan BPHTB sampai dengan Lsporao Hasil Pemeriksaan'verifikasi 
BPHTB 

:• Dalam hat pemeriksaan BPHTB dilakukan dengan Pemertksaen Kantor dan dilanjutkan 
dengan Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu Pemenksaan BPHTB diperpanjang menjadi 
paling lama 3 (tiga) bulan yang dshiumg sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB 
sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaaa/verifikasi BPHTB 

lJ Pemeriksaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5o aya1 (I) dao aya1 (2) 
disetesaikan dcagan mempcrhatikan jaruh tempo pemberian keputusan aras permohonan 
pengembahan kelebihan pembayaran BPHTB arau keberatan BPHTB. 

5a:z K<tdL"<ID P1iJ.1. Daerah Lebih Bayar 1SKPDLBl BPHTB apab,la jumlah BPHTB yans 
~ ,.,,;,..,. lebih besar dari pada jumlah BPHTB yang terutang atau dilakukao 

~ BPHTB ).tng tidaK seharusnya ierutang:atau 
~ i;:,uupon Pajak Daerah Nihil \SKPDN) BPITTB apabila jumlah BPHTB yang dibayar 
-dc:,.:J..Q umlah BPHTB vane terutao2.:a1au - . ..... ... 
S.. "-".up,u! Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB. apabila jumlah BPHTB 
ys;r.'=' lef'l11"2ng Kurang dibayar.atau 
S=u Keterapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPOK81) BPHTB. apabila 
t~r penambahan jurnlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB.atau 

e. S.,,... Ketetapaa Pajak Daerah Pembaialan BPATB, apabila terdapat pembatalan ws transakst 
BPTHB, 
'>.nt Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, apabila pajak yang terutang tidak atau kurang 
dib.v1r terdapaz kekurangan pembayaraa sebagai akibat salab tulis danfatau salah bituog. 
a dilculkan sanks: administrasi berupa denda dan.'atau buoga; 

J Swt3t Keputusan Keberatan, dalam ha! Pemenksaan BPHTB yang dilakukan merupakan 
b.agan dari proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak; atau 

Ir. S<irat Kepumsan Pembebasan, 

Aaa Hasd P<ll!ffll33:m, enfil.251 Bl'HTB ,.t,_.,;aim:tn.t dimaksud dalam Pa'11 5~ 
fl,,!:::czU, nntult pemcuatan OOl,il pertntungm BPHTB dan digunakan juga sebagai dasar 



Pasal 63 

Kcputusan penyelesaran p,,rmoborun penmjauan kembali Wajib Pa;ak dapat berupa: 
a. diterima sebagian at.u ~f~ 
b. ditolak 

Atas permohcuan peniniaiun kembah Wajib Pajak, Kepala SKPO melakukan pemenksaan 
sederhana yang has1ln> J diruan_;kan dalarn berita acara basil pemeriksaan. 

Pasal 62 

(I) Penyelesaian permohonan peninjauan kembali dilaksanakan oleh Oinas Pendapaten, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 

(2) Apabila dlperlukan dalam rangka memperoleh data dan informasi yang h:bib rinci, Kepola 
Dlnas dapat memmta peniehsan lebih dahulu kepada Kepala Bidang/Unit Teknis yang 

-menerbitkan keputusan keberatan serta Wajib Pajak yang bersangkutan dalam proses 
penyelesaian permoJ-onan peninjauan kernbali. 

Pos:il 61 

l'ENANGANAN PERMOHONAN PENINJAUM KEM.BALI ATAS BANDING PAJAK 
OAERAH BEA PERO LEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN \'A.'1G 

PllTUSA1' BANDIXGNYA TIDAK OAPATDITERL~!A 

BAB XV 

Pasal 60 

t I) Kepala SKPD melaksanakan purusan bonding rans diterinu dari Pengadilan Pajak dan 
ruembuat buku penjag.aannya. 

:!1 Bupati memantau pelaksanaan putusan banding dimaksud, 

-\las panggilan Ketua Sidang, Bupati menghadiri sidang di Pengadilan PaJak untul 
memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis. 

:::• Bupatl dapat menunjuk Petugas dari SKPD untuk menghadiri sidang. 
; 1 Perugas yang menghadiri sidang dilengkapi dengan Serar Tugas dan atau Surat Kuasa 

- Bop.a menyampaikan Sl13 kcpaJ, Pengadilan Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 
Ilg,,) bctan sejak i;u,;;gal permmtaan. 

03.!Jm pembuatan -SL-S Bup,1t1 meminta konsep beserta data pendukungnya kcp.ada KepaJa 
Dmas 

- Kepala SKPD menyampaikan koasep sebagarmana dimaksud ayat (3) dalam jangl<a waktu 
p.ilin¥ lama I (saru) bulon sejak tanggal permintaan, 

P•sal 59 



Ol.1>011' 

- BEKASI.• · 

r 
- 

Ditetapkan di Cikarang Pusai 
pada tanggal 

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar seriap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Jft1 

dengan penempetannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi 

Pasal 67 

KETENTUANPENUTUP 

BAB XVI 

Pelaksanaan lebih Jan jut Pcraturan ini akan diatur dalam bentuk Kepurusan Kepala SKPD 

Pasal 66 

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 64 tidak termasuk wewenang pemberian 
pengurangan BPHTB dan peayetesaian keberatan BPHTB dengan Pajak yang rerutang lebih dari 
Rp 500.000.000,· (lima ratus jura rupiah) 

Pasal 65 

Wewenang Bupa<i dalam pengelolaan BPHTB sebagai Pajak Daerah, dengan Peramran 101 

dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkar Daerah. 

Pnsal 64 

PELIJ\JPAEIAN \YEWENAJ'G BlTPA'rt 
k'EPADA p[JABAT DI LINGl:(UNGAN P£M£RINTAH KABUPATI:X 8£K~I 

BABX\~ 


